MENTERI KEUANGAN *
REPUBLIK INDONESIA'
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 192 /PMK.05/2009
TENTANG
PERENCANAAN KAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang . bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah
: Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Taﬁun 2009;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERENCANAAN KAS.
| BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini'yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat
yang diberi fugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendahamﬂj
Negara (KPPN). _
. Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh BUN.
3. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN
adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh

Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

6. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan
Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan.
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Perkiraan Penarikan Dana adalah daftar perkiraan kebutuhan dana untuk
melaksanakan kegiatan vyang dibuat oleh kantor/satuan keria dan
disampaikan ke KPPN untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan
APBN (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan ini}.

Perkiraan Penyetoran Dana adalah daftar perkiraan penyetoran dana pada
bank persepsi/BUN yang dibuat oleh kantor/satuan kerja/instansi eselon |

dan disampaikan ke KPPN atau Kuasa BUN Pusat untuk periode tertentu
dalam rangka pelaksanaan APBN (format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini).

Perkiraan Pencairan Dana adalah rekapitulasi perkiraan penarikan dana
dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN dalam periode tertentu
(format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan ini).

Perkiraan Penerimaan Dana adalah rekapitulasi perkiraan penyetoran dana
dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN dalam periode tertentu
(format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan ini).

BAB I

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH PUSAT

Pasal 2

Perencanaan Kas Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Perencanaan Kas merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran
negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.

Ruang lingkup perencanaan kas meliputi perencanaan penerimaan negara,
perencanaan pengeluaran negara, dan perencanaan saldo Rekening KUN
yang dilakukan secara periodik dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pasal 3

Penerimaan negara bersumber dari:

a. pendapatan negara, antara lain; penerimaan pajak, Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), dan hibah;

b. penerimaan pembiayaan, antara lain: penerimaan pinjaman, hasil
penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelunasan piutang,
dan

€. penerimaan negara lainnya, antara lain: perhitungan pihak ketiga.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3

(2) Pengeluaran negara meliputi:
a. belanja negara;

b. pengeluaran pembiayaan, antara lain: pembayaran pokok utang,
penyertaan modal negara, dan pemberian pinjaman; dan

¢. pengeluaran negara lainnya, antara lain; perhitungan pihak ketiga.

(3) Saldo Rekening KUN merupakan posisi akhir Rekening KUN pada saat
tertentu.

Pasal 4

Perencanaan kas bertujuan agar:

a. BUN/Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi
kewajiban negara;

b. BUN/Kuasa BUN dapat mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam
rangka mengoptimalkan kelehihan kas atau menutupi kekurangan kas;

c. Kementerian negara/lembaga memperoleh dana senilai perkiraan penarikan
dana dan/atau perkiraan penyetoran dana untuk membiayai kegiatan yang
akan dilaksanakan; dan

d. Kementerian negara/lembaga memperoleh dana sesuai dengan waktu
pelaksanaan kegiatan.

BABII

TANGGUNG JAWAB BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEWAJIBAN
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA DALAM PERENCANAAN KAS

Bagian Pertama
BUN

Pasal 5

(1) Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFQ) bertanggung jawab
untuk membuat perencanaan Kas,

(2) Sumber data dalam melakukan penyusunan perencanaan kas yaitu:

a. Perkiraan pencairan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana dari
KPPN; dan

b. Perkiraan penarikan dana dan perkiraan penyetoran dana dari unit
eselon | Departemen Keuangan atau Kementerian Negara/lLembaga
yang bertanggung jawab menangani penerimaan dan pengeluaran
negara, ’
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Bagian Kedua
Menteri/Pimpinan Lembaga

Pasal 6

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga sehagai Chief Operational Officer (COO) wajib
membuat rencanaljadwal pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun
anggaran,

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga membuat perkiraan penarikan dana dan/atau
perkiraan penyetoran dana berdasarkan rencana/jadwal pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyusunan perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada para Kepala
Kantor/Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup
kementerian negara/lembaga.

(4) Perkiraan penarikan dana dibuat secara periodik yaitu bulanan, mingguan,
dan harian.

{5) Perkiraan penyetoran dana dibuat secara periodik yaitu bulanan dan
mingguan.

(6) Perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wejib disampaikan kepada
BUN/Kuasa BUN sebagai Chief Financial Officer (CFO) untuk penyusunan
perencanaan kas.

Pasal 7

(1) Unit eselon | Departemen Keuangan vang tugas dan fungsinya secara
langsung mengelola penerimaan negara wajib menyusun _perkiraan
penyetoran dana.

(2} Unit eselon | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Direktorat Jenderal Pajak;

Direktorat Jenderal Bea Cukai;

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

Direktorat Jenderal Anggaran;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan

g. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Investasi Pemerintah.

~PooTw®

(3) Unit eséion | Departemen Keuangan yang tugas dan fungsinya secara
langsung mengelola pengeluaran negara wajib menyusun perkiraan
penarikan dana,
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Unit eselon | sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

Direktorat Jenderal Pajak;

Direktorat Jenderal Bea Cukai;

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

Direktorat Jenderal Anggaran;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

9. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat investasi Pemerintah.

~PoOUTD

Kementerian negara yang membidangi pengelolaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) wajib menyusun perkiraan penarikan dana dan/atau
perkiraan penyetoran dana.

Kementerian negara yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran belanja
subsidi wajib menyusun perkiraan penarikan dana.,

‘ BAB IV
FUNGSI PEINYUSUNAN PERKIRAAN PENARIKAN DANA
Pasal 8

Perkiraan penarikan dana bulanan merupakan batas maksimum
penyediaan kas yang dapat ditarik oleh satuan kerja/unit eselon |
Departemen Keuangan atau kementerian negara/lembaga pada bulan
berkenaan,

Dalam hal realisasi lebih rendah dari perkiraan penarikan dana maka selisih
antara realisasi dan perkiraan penarikan dana hanya dapat dicairkan
setelah satuan kerja/unit eselon | Departemen Keuangan atau kementerian
negaral/lembaga melakukan revisi atas perkiraan penarikan dana bulan
berikutnya.

BABV

MEKANISME PENYAMPAIAN PERKIRAAN PENARIKAN DANA
DAN PERKIRAAN PENYETORAN DANA

Bagian Pertama
Unit Eselon | Departemen Keuangan

Pasal 9

Unit eselon | Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) wajib menyampaikan perkiraan
penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana ke Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.qg. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
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Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan:

a. Perkiraan penarikan dana terkait belanja pajak yang ditanggung
pemerintah, imbalan bunga pajak, dan restitusi pajak; dan

b. Perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan perpajakan dalam negeri
kecuali pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan:

a. Perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan bea masuk, bea kelfuar
dan cukai; dan

b. Perkiraan penarikan dana terkait bea yang ditanggung pemerintah dan
pengembalian kelebihan pembayaran di bidang kepabeanan dan cukai
serta imbalan bunga.

Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan:

a, Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan pajak penghasilan
minyak bumi dan gas alam, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP); dan

b. Perkiraan Penarikan Dana terkait belanja subsidi, belanja lain-lain, dan
pengembalian-pengembalian terkait dengan PNBP.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan:

a. Perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan pembiayaan dan hibah
yang diregistrasi; dan

b. Perkiraan penarikan dana terkait pengeluaran pembiayaan dan belanja
bunga utang.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen
Investasi menyampaikan perkiraan penyetoran dana terkait penyetoran
pokok dan bunga dari Rekening Dana Investasi dan Rekening
Pembangunan Daerah.

Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Investasi Pemerintah menyampaikan
perkiraan penyetoran dana dan/atau perkiraan penarikan dana terkait
penerimaan dan/atau pengeluaran dana investasi pemerintah.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan perkiraan penyetoran
dana terkalt penerimaan dari pengelolaan aset eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) dan aset eks bank dalam likuidasi.

Bagian Kedua
Kementerian Negara

Pasal 10

Kementerian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan
ayat (8) wajib menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan
Penyetoran Dana ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat

Pengelolaan Kas Negara.
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Kementerian negara yang membidangi pengelolaan BUMN menyampaikan
perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan dari dividen dan privatisasi
BUMN, dan perkiraan penarikan dana terkait penyertaan modal negara
pada BUMN,

Kementerian negara yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran belanja
subsidi menyampaikan perkiraan penarikan dana terkait belanja subsidi.

Bagian Ketiga

Kantor/Satuan Kerja pada Kementerian Negara/L.embaga
Pasal 11

Kantor/satuan kerja yang mendapatkan alokasi APBN wajib menyusun
perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) serta
menyampaikan ke KPPN. '

Tata cara pembuatan perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan
penyetoran dana oleh kantor/satuan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan ini.

Bagian Keempat

Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penyetoran Dana
/Perkiraan Penarikan Dana

Pasal 12

Perkiraan  penyetoran dana/perkiraan penarikan dana  bulanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (4) dan (5) merupakan
perkiraan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dirinci dalam 12 (dua belas)
bulan.

Perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana bulanan disampaikan
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengesahan DIPA.

Perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana mingguan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) merupakan
perkiraan dalam 1 (satu) bulan yang dibuat dalam 4 (empat) periode/
minggu vyaitu tanggal 1 sampai dengan 7 untuk minggu pertama, tanggal 8
sampai dengan 15 untuk minggu kedua, tanggal 16 sampai dengan 23
untuk minggu ketiga, dan tanggal 24 sampai dengan akhir bulan untuk
minggu keempat.

Perkiraan penyetoran dana/berkiraan penarikan dana mingguan dibual
setiap 2 (dua) bulan dan disampaikar paling lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum minggu pertama peikiraan.
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(8) Perkiraan penarikan dana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4) merupakan perkiraan dalam 1 (satu) minggu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang dirinci dalam hari kerja dalam minggu
perkiraan.

(6) Perkiraan penarikan dana harian dibuat setiap minggu dan disampaikan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum awal minggu.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Perkiraan Penyetoran Dana
dan Perkiraan Penarikan Dana

Pasal 13

(1) Perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana wajib dilakukan
pemutakhiran setiap ada perubahan.

(2) Pemutakhiran perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana
bulanan dilakukan setiap bulan dan disampaikan paling iambat 3 (tiga) hari
kerja sebelum bulan perkiraan.

(3) Pemutakhiran perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana
mingguan dilakukan setiap bulan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari
kerja sebelum minggu pertama perkiraan.

(4) Pemutakhiran perkiraan penarikan dana harian disampaikan paling lambat
1 (satu) hari kerja sebelum hari perkiraan.

BAB VI

PENYUSUNAN PERENCANAAN KAS
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Bagian Pertama
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pasal 14

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas
Negara bertanggung jawab untuk:

a. membuat perencanaan kas yang bersumber dari perkiraan pencairan
dana dan/atau perkiraan penerimaan dana yang disampaikan oleh
KPPN dan perkiraan penyetoran dana dan/atau perkiraan penarikan
dana dari unit eselon Vkementerian negara/lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7;
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b. melakukan pemutakhiran data setelah menerima perubahan perkiraan
pencairan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana dari KPPN dan
perkiraan penyetoran dana dan/atau perkiraan penarikan dana dari unit
eselon | Departemen Keuangan atau kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

{(2) Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olgh

(M

Direktur Pengelolaan Kas Negara kepada BUN/Kuasa BUN Pusat sebagai
bahan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pasal 15

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan rekapitulasi
perkiraan pencairan dana/perkiraan penerimaan dana dari KPPN dalam
wilayah kerjanya dan menyampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara
paling lama 2 (dua) hari kerja setelah waktu penyampaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring
dan pembinaan kepada KPPN yang belum menyampaikan perkiraan
pencairan dana/perkiraan penerimaan dana.

Bagian Ketiga
KPPN
Pasal 16

KPPN setelah menerima perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan
penyetoran dana dari kantor/satuan kerja dalam wilayah kerjanya, segera
menyusun perkiraan pencairan dana dan perkiraan penerimaan dana untuk
kemudian disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu penyampaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, '

KPPN segera menyampaikan pemutakhiran atas perkiraan pencairan dana
dan perkiraan penerimaan dana setelah menerima pemutakhiran atas
perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana dari
kantor/satuan kerja ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat 1
(satu) hari kerja setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13,
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2009

‘MENTERI KEUANGAN,
' ttd.

SRIMULYANIINDRAWATI
Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal : 23 November. 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd. '

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 456

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum oy




' LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR192/PMK.05/2009 TENTANG
PERENCANAAN KAS

MENTEPRI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KAS

A, LATAR BELAKANG

Perencanaan kas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut,
diuraikan bahwa salah satu fungsi perbendaharaan adalah melaksanakan
kegiatan perencanaan kas. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka
pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga
pemanfaatan Uang Negara dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat

memberikan nilai tambah.

Ketentuan yang mengatur perencanaan kas adalah Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pada Pasal 32 ayat
(1) dinyatakan, “Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat
bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas
minimal”. Pada Pasal 32 ayat (4) dinyatakan, “Dalam rangka penyusunan
perencanaan kas, kementerian negaraflembaga dan pihak-pihak lain yang terkait
dengan penerimaan dan pengeluaran APBN wajib menyampaikan proyeksi
penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara’.

Kementerian negara/lembaga mempunyai peran penting dalam perencanaan
kas. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah mewajibkan kementerian negara/lembaga untuk memberi
bahan/sumber data bagi perencanaan kas pemerintah pusat. Kewajiban ini
diwujudkan dengan menyampaikan Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan
Penarikan Dana secara periodik kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.
Laporan tersebut kemudian dikompilasi dan disusun menjadi perencanaan kas.
Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan Penarikan Dana merupakan sumber
data perencanaan kas sehingga tingkat akurasi dari perencanaan kas sangat
dipengaruhi oleh keakuratan pembuatan Perkiraan Penyetoran Dana dan

Perkiraan Penarikan Dana kementerian negara/lembaga.
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B. TEKNIK PENYUSUNAN PERENCANAAN KAS

1.

Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana
pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana
dan Perkiraan Penyetoran Dana secara periodik sebagai bahan penyusunan
perencanaan kas oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
(BUN). Data Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana
dibuat berdasarkan jadwal/rencana pelaksanaan Kkegiatan. Kewajiban
Menteri/Pimpinan Lembaga dalam menyusun jadwal/rencana pelaksanaan
kegiatan dan Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan Penyetoran
Dana didelegasikan kepada Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja.
Langkah-langkah dalam penyusunan Perkiraan Penarikan Dana dan/atau
Perkiraan Penyetoran Dana meliputi;
a. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun rencana
waktu pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK. Jadwal ini
sebagai acuan bagi satker untuk melaksanakan kegiatannya selama satu
tahun anggaran. Setelah menerima DIPA dan POK, satker harus meneliti
kedua dokumen tersebut. Satker harus meneliti kesésuaian yang tertulis
di dalam DIPA/POK dengan Kkondisi satker. Dalam hal terjadi
ketidaksesuatan antara DIPA/POK dengan kondisi satker atau kegiatan-
kegiatan dalam DIPA/POK tersebut tidak sesuai dan tidak bisa
dilaksanakan maka satker dapat melakukan perubahan atau revisi
DIPA/POK.

Setelah meneliti dokumen sumber (DIPA/POK), satker menyusun jadwal
pelaksanaan semua pekerjaan yang diamanatkan dalam DIPA/POK.
Semua kegiatan disusun waktunya sesuai dengan kondisi dan sifat dari
pekerjaan tersebut dalam satu tahun anggaran.

Tujuan dari pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan adalah agar seluruh
kegiatan dalam DIPA dapat dilaksanakan dengan baik dan tingkat
penyerapan dananya juga tinggi.

b. Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana
Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan Penyetoran
Dana yaitu menentukan jumlah Perkiraan Penarikan Dana dari pagu
DIPA sesual dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
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Setelah satker membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, satker harus
memilah-milah kegiatan yang bersifat kontraktual dan non-kontraktual.
Kegiatan yang bersifat kontraktual merupakan kegiatan yang cara
pembayarannya melalui kontrak dengan pihak ketiga. Kegiatan ini terbagi
menjadi kegiatan yang sudah dikontrakkan dan akan dikontrakkan
(kegiatan yang kira-kira akan dikontrakkan/pada waktu bulan-bulan

mendatang).

Selanjutnya, satker membuat perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan
dalam setiap melakukan pekerjaan tersebut dengan menyesuaikan pada
nilai pagu yang ada dalam DIPA/POK sesuai jadwal kegiatan yang telah
disusun. Besarnya nilai uang tersebut harus melihat volume dari
pekerfaan tersebut. Satker juga membuat perkiraan penyetoran dana
yang diperkirakan akan diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Satker dalam penyusunan Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan

Penyetoran Dana perlu memperhatikan sifat dari belanja yang ada dalam

POK dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun, seperti

contoh berikut ini:

1) Belanja non-kontraktual seperti gaji, iembur, honor, langganan daya
dan jasa, Alat Tulis Kantor (ATK) dan sebagainya yang bersifat
konstan, penjadwalan dapat dilakukan dengan membagi dalam 12
bulan (untuk gaji diperhitungkan gaji ke-13) dengan memperhatikan
perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Contohnya kenaikan
pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi, dan sebagainya.

- 2) Belanja non-kontraktual yang belum terjadwal secara pasti seperti
soslalisasi, perjalanan dinas, dan belanja barang operasional dihitung
nilainya berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun
dan perkiraan volume dari kegiatan tersebut.

3) Kegiatan yang bersifat kontraktual (khususnya vyang sudah
dikontrakkan} mengikuti jadwal pelaksanaan sesuai aturan Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Instansi Pemerintah dan nilainya dihitung menurut
kebutuhan/sesuai kontrak. Contohnya mulai dari biaya lelang, biaya
pembayaran termin pertama, biaya pembayaran termin kedua, dan
seterusnya sampai kegiatan berakhir (saat pembuatan berita acara

serah terima).
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4) Belanja barang/jasa dan belanja modal yang akan dikontrakkan harus

ditentukan perkiraan waktu pengadaaan barang dan jasa tersebut

serta urutan-urutan jadwalnya, Nilainya dihitung menurut kebutuhan

dana masing-masing urutan pekerjaan,

c. Updating data
Updating data vyaitu penyesuaian jumlah dan waktu pelaksanaan
kegiatan serta Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan Penyetoran

Dana karena adanya perubahan kondisi di lapangan yang diperkirakan

mempengaruhi perkiraan sebelumnya

Dengan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dan Perkiraan
Penarikan Dana dan/atau Perkiraan Penyetoran Dana, diharapkan satker
dapat melaksanakan kegiatannya sesuai rencana. Namun demikian,
apabila ternyata dalam realisasinya terdapat beberapa perubahan, satker

dapat mengevaluasi dan meng-update dengan menyusun perkiraan yang
baru. Beberapa contoh kasus updating data dapat dilihat dalam contoh
berikut:

1) Jika realisasi lebih besar atau lehih kecil dari perkiraan befanja

a)

Jika realisasi lebih besar dari Perkiraan Penarikan Dana, satker
harus memperbaiki Perkiraan Penarikan Dana untuk bulan-bulan
selanjutnya. Sebagai contoh pada Perkiraan Penarikan Dana
bulan Januari, Perkiraan Penarikan Dana untuk belanja
pengiriman Pos pusat sebesar Rp1.000.000,00 tetapi realisasinya
sebesar Rp1.500.000,00. Karena perkiraan dengan realisasi
berbeda, maka Perkiraan Penarikan Dana untuk bulan-bulan
berikutnya harus di-update (diubah). Contohnya Perkiraan
Penarikan Dana bulan Maret (belanja pengiriman pos pusat)
diubah darl Rp2.000.000,00 menjadi Rp1.500.000,00.

Hal yang sama juga berlaku untuk realisasi yang lebih kecil dari
Perkiraan Penarikan Dana. Contohnya, Perkiraan Penarikan Dana
belanja keperluan sehari-hari perkantoran bulan Januari sebesar
Rp3.638.000,00 tapi realisasinya hanya Rp3.000.000,00.
Perkiraan Penarikan Dana untuk bulan-bulan berikutnya dapat
direvisifdiubah untuk menampung selisih antara perkiraan dengan

realisasinya.




,2)

3)

4)

6)
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Selisih dana sebesar Rp638.000,00 tersebut dapat dimasukkan
dalam perkiraan penarikan dana bulan Maret sehingga Perkiraan
Penarikan Dana bulan Maret bertambah sebesar Rp638.000,00.

Revisi DIPA yang mengubah pagu

Jika satker menerima revisi DIPA yang menambah atau mengurangi
pagu (revisi kuning) maka Perkiraan Penarikan Dana juga harus di-
update (diubah). Perubahan ini meliputi pagu, sisa pagu, dan
Perkiraan Penarikan Dana. Sebagai contoh, di akhir Februari terjadi
revisi DIPA yang menambah pagu DIPA (revisi kuning). Belanja
modal pembangunan gedung bertambah sebesar Rp1 miliar maka
satker mengubah pagu dan Perkiraan Penarikan Dana. Jika dana
tersebut akan digunakan pada bulan Juli, maka Perkiraan Penarikan
Dana pada bulan tersebut bertambah sebesar Rp1 miliar,

Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan

Jika satker menganggap bahwa Perkiraan Penarikan Dana yang telah
disusun kurang tepat dan perlu diperbaiki, maka Perkiraan Penarikan
Dana harus di-update. Sebagai contoh, satker memperkirakan bahwa
pelaksanaan pembangunan gedung akan mundur satu bulan
pelaksanaannya, maka perkiraan penarikan dana belanja modal
pembangunan gedung mundur satu bulan dari Perkiraan Penarikan
Dana semula,

Terima SKPA

Jika satker menerima SKPA maka pagu satker akan bertambah.
Sebaliknya, jika satker yang menerbitkan SKPA pagu satker akan
berkurang.

Jika kegiatan dalam SKPA merupakan kegiatan yang baru, maka
satker harus menambahkan dalam Perkiraan Penarikan Dana (pagy,
sisa pagu, dan Perkiraan Penarikan Dana). Jika kegiatan dalam
SKPA sudah ada dalam POK maka diberlakukan sebagaimana revisi
DIPA (revisi tambah). Bagi satker yang mengeluarkan SKPA maka
diberlakukan juga seperti revisi DIPA (revisi kurang).

Revisi yang tidak mengubah pagu (revisi putih)

Jika ada revisi DIPA yang tidak mengubah pagu DIPA (revisi putih)
maka Perkiraan Penarikan Dana bulan berikutnya juga harus di-
tipdate (diubah). Perubahan dilakukan pada pagu dan Perkiraan
Penarikan Dana.
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Sebagai contoh terjadi revisi yang mengakibatkan belanja
pemeliharaan halaman sebesar Rp4 juta direvisi ke belanja
pengiriman pos pusat. Satker mengubah pagu pengirir'han pos pusat
menjadi bertambah sebesar Rp4 juta dan pagu pemeliharaan
halaman berkurang dengan nilai yang sama.
Perkiraan Penarikan Dana untuk belanja pengiriman pos pusat diubah
dan ditentukan waktu penarikan dana tambahan tersebut, dan
perkiraan penarikan dana untuk belanja pemeliharaan juga dikoreksi.

7) Diperkirakan belanja tidak bisa dicairkan

Jika ada belanja yang pada pertengahan tahun anggaran diketahui
tidak bisa d_icairkan karena suatu hal, maka Perkiraan Penarikan
Dana juga harus diubah, karena Perkiraan Penarikan Dana tidak akan
mencapai 100%. Kejadian ini biasanya terjadi karena perintah
penghematan atau ketidaksiapan satker untuk mengerjakan kegiatan
tersebut. Sebagai contoh, kegiatan sosialisasi yang akan
dilaksanakan pada bulan November dengan dana sebesar Rp
27.900.000,00 tidak bisa dilakukan karena pada bulan tersebut ada
larangan kegiatan sosialisasi. Dengan demikian, Perkiraan Penarikan
Dana untuk kegiatan tersebut pada bulan November menjadi nol.

Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan
Penarikan Dana _
Kantor/satuan kerja wajib membuat Perkiraan Penarikan Dana dan/atau
Perkiraan Penyetoran Dana secara periodik. Perkiraan Penarikan Dana
dibuat dalam bulanan, mingguan, dan harian, sedangkan Perkiraan
Penyetoran Dana dibuat dalam bulanan dan mingguan.
a. Perkiraan Penarikan/Pehyetoran Dana Bulanan
Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana bulanan merupakan perkiraan
penarikan dana danfatau penyetoran dalam satu tahun. anggaran yang
dirinci dalam dua belas bulan. Format Perkiraan Penarikan Dana dan
Perkiraan dapat dilihat pada bagian akhir Lampiran Peraturan Menteri

Keuangan ini.

Perkiraan Penarikan Dana Bulanan merupakan batas maksimum
penyediaan kas yang dapat dicairkan dalam bulan tersebut.
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Dalam hal perkiraan lebih tinggi dari realisasi sehingga terjadi selisih,
maka nilai selisih antara perkiraan dan realisasi tersebut hanya bisa
dicairkan pada bulan berikutnya setelah satker melakukan
revisi/pemutakhiran  Perkiraan Penarikan Dana. Batas waktu
penyampaian revisi/pemutakhiran perkiraan adalah paling lambat tiga
hari kerja sebelum bulan perkiraan.

Contoh:

Satker A dengan kode satker 123456 mendapat alokasi pagu sebesar
Rp8.890 miliar, membuat Perkiraan Penarikan Dana untuk satu tahun
2010 seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini. Perkiraan Penarikan
Dana disampaikan pada tanggal 8 Januari 2010. Dari data Perkiraan
Penarikan Dana untuk bulan Februari 2010 sebesar Rp800 juta, ternyata
realisasi hanya sebesar Rp500 juta, sehingga terdapat selisih antara
perkiraan dan realisasi sebesar Rp400 juta. Dana sebesar Rp400 juta
tersebut hanya dapat dicairkan, apabila satker melakukan
revisi/pemutakhiran Perkiraan Penarikan Dana bulan-bulan berikutnya.
Dalam hal ini, selisih tersebut direncanakan akan dicairkan di bulan
Maret 2010 sebesar Rp275 juta dan bulan April 2010 sebesar Rp125
juta. Berkenaan dengan hal tersebut, Perkiraan Penarikan Dana harus
direvisi khususnya bulan Maret 2010 ditambah sebesar Rp275 juta dan
bulan April 2010 ditambah sebesar Rp125 juta seperti nampak dalam
ilustrasi pada halaman berikut. Dengan demikian, Perkiraan bulan Maret
2010 menjadi Rp835 juta yaitu dari perkiraan awal senilai Rp560 juta
ditambah Rp275 juta. Demikian pula Perkiraan Penarikan Dana bulan
April 2010 menjadi Rp1.025 juta yaitu dari perkiraan semula Rp800 juta
ditambah Rp125 juta. Penyampaian pemutakhiran perkiraan tersebut
paling {ambat tanggal 27 Januari 2010 (tiga hari kerja sebelum bulan
Februari 2010).
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Perkiraan disampaikan Tanggal 08 Januari 2010

Satker TA
Kode satker 1123456
: {Dalam jutaan rupiah)
DIPA JAN FEB |MAR APR MED JJUNI] JULI AGST | SEPT | OKT | NOP | DES [ Jumlah
8.890 7500 900 580 200 750| 655| 1,005 8950 660| B850 760 150 8.890

Realisasi Rp. 500 juta
sehingga selisih 400 || >

juta

Dapat ]
dicairkan

[ Updating/revisi Perkiraan, Perkiraan pada bulan Maret dan ]

Rp. 400 juta
tidak dapat
dicairkan

April diubah. Bulan Maret bertambah 275 juta & Bulan April

bertambah 125 juta

Updating Perkiraan Penarikan bulan Maret s.d. Desembe? 2010 disampaika anWWZOlD

(=560+275] [ =900 + 125 ]

Satker A
Kode satker 1 1234586 -
__.-«--"“/’# __.,_—-v-/ {Dalam jutaan cupiah)
No DIPA JAN | FEB |[MAR ] APITTTAEl | JUNI | JULl | AGST[SEPT| OKT | NOP | DES | Jumlah
1 8.830 750 500| 8354 1.025 750 655 | 1,005 950 | 660 850 760 150 8.890

Pemutakhiran perkiraan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti dijelaskan
dalam topik updating di atas. Hal yang perlu diperhatikan oleh satker adalah
batas akhir penyampaian yaitu tiga hari kerja sebelum bulan perkiraan.
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Penyampaijan awal perkiraan penarikan dana paling lambat tanggal 14
Januari 2010, kemudian update untuk bulan Februari paling fambat
tanggal 27 Januari 2010 dan seterusnya. Penyampaian updating, tidak
hanya penyampaian pada bulan yang direvisi, tapi juga untuk bulan-
bulan berikutnya.,

Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana Mingguan
Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana Mingguan
merupakan perkiraan dalam satu bulan yang dibuat dalam empat
minggu. Pengertian minggu disini adalah mingguan sesuai dengan
laporan kas posisi yaitu tanggal 1 sampai dengan 7 untuk minggu
pertama, tanggal 8 sampai dengan 15 untuk minggu kedua, tanggal 16
sampai dengan 23 untuk minggu ketiga dan tanggal 24 sampai dengan
akhir bulan untuk minggu keempat,

Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana Mingguan disampaikan paling
lambat lima hari kerja sebelum minggu pertama perkiraan, kecuali awal
tahun anggaran penyampaian paling lambat akhir minggu pertama awal
tahun. Penyampaian update/pemutakhiran perkiraan disampaikan paling
lambat dua hari kerja sebelum minggu perkiraan.

Contoh :

CONTOH PENYAMPAIAN DAN UPDATING PERKIRAAN PENARIKAN/PENYETORAN DANA MINGGUAN THN 2010

' a. Asumsi Bulan Februarl tidak ada revisl

Dan seterusnya. .o mssimsmsens

b. Asumsi bulan Februari ada revisi

Dua harl kerja shlmnva

Dan seterusnya..me

Minggu 1 : Tgl. 1 sampai dengan 7 Minggu 3 : Tgl. 16 sampal dengan 23
Minggu 2 : Tgl. 8 sampai dengan 15 Minggu 4 : Tgl. 24 sampai dengan 30/31

llustrasi di atas menunjukkan bahwa penyampaian perkiraan Januari dan
Februari disampaikan pada tanggal 4 Januari 2010. Apabila tidak ada
perubahan pada perkiraan Februari 2010 maka penyampaian bulan
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Maret dan April 2010 disampaikan lima hari kerja sebelumnya yaitu
tanggal 22 Februari 2010, Jika pada bulan Februari ada perubahan,
maka penyampaian pemutakhiran perkiraan disampaikan dua hari kerja
sebelum tanggal 1 Februari 2010 yaitu tanggal 28 Januari 2010,

¢. Perkiraan Penarikan Dana Harian

Perkiraan Penarikan Dana harian merupakan perkiraan dalam satu
minggu (mingguan seperti di atas) yang dirinci dalam hari kerja dalam
minggu perkiraan. Perkiraan Penarikan Dana Harian disusun tiap minggu
dan disampaikan paling lambat dua hari kerja sebelum awal minggu.
Penyampaian pemutakhiran perkiraan harian disampaikan paling lambat
satu harj kerja sebelum.tanggal perkiraan.

Contoh:

04/01/72010

Jan-i1

05/0172010

14/01/2010

012010 Y

21/0112010

04/02/2010

12/0272010

Felr-03

12/0212014

Hustrasi di atas menunjukkan waktu penyampaian perkiraan harian pada
awal tahun anggaran. Perkiraan tersebut disampaikan pada awal hari kerja
tahun anggaran berjalan. Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana harian
selanjutnya paling lambat dua hari kerja sebelum minggu perkiraan.
Contohnya, Perkiraan minggu kedua bulan Januari 2010 disampaikan paling
lambat tanggal 06 Januari 2010, minggu ketiga tanggal 14 Januari 2010 dan
seterusnya. Pemutakhiran perkiraan disampaikan satu hari kerja sebelum
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tanggal perkiraan. Jika tanggal 2 Februari 2010 berubah, maka perubahan
tersebut disampaikan paling lambat tanggal 1 Februari 2010.

Penyusunan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana pada FEselon |
Departemen Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga

Eselon | Departemen Keuangan dan kementerian negara/lembaga tertentu
yang mengajukan SPM ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Perkiraan
Penarikan Dana disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Format dan waktu penyampaiannya sama dengan format dan wakiu
penyampaian pada satker kementerian negara /lembaga. Perkiraan
Penarikan Dana yang dimaksud antara lain pengeluaran subsidi,
pengeluaran pembiayaan, pengeluaran terkait dengan investasi pemerintah,
dan pengeluaran belanja lain-lain.

Perkiraan Penyetoran Dana yang terdiri atas penerimaan perpajakan, cukai,
pembiayaan (utang dalam dan luar negeri), PNBP penerimaan sumber daya
alam, penerimaan laba BUMN, dan Pendapatan BLU dibuat oleh Eselon |
Departemen Keuangan dan kementerian negara/lembaga tertentu dan
disampaikan ke ke Direktorat Pengelolaan Kas, Format dan waktu
penyampaian Perkiraan Penyetoran Dana tersebut sama dengan format dan
waktu penyampaian Perkiraan Penyetoran Dana pada satker kementerian

negara/lembaga.

~Stakeholders yang mengirimkan Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan
Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada uraian di atas adalah
sebagai berikut:
a. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan:
1) Perkiraan Penarikan Dana terkait belanja pajak yang ditanggung
pemerintah, restitusi pajak, dan imbalan bunga;
2) Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan perpajakan dalam
negeri kecuali pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam.
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan:
1) Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan bea masuk, bea
keluar dan cukai;
2} Perkiraan Penarikan Dana terkait bea yang ditanggung pemerintah
dan pengembalian kelebthan pembayaran di bidang kepabeanan dan
cukai serta imbalan bunga.
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. Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan:

1) Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan pajak penghasilan
minyak bumi dan gas alam, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP);

2) Perkiraan Penarikan Dana terkait belanja subsidi, belanja lain-lain,
dan pengembalian-pengembalian terkait dengan PNBP,

. Direktorat Jenderal Pengeloiaan Utang menyampaikan:

1) Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan pembiayaan dan
hibah;

2) Perkiraan Penarikan Dana terkait pengeluaran pembiayaan dan
belanja bunga utang.

. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c¢.q. Direktorat Sistem Manajemen

Investasi menyampaikan Perkiraan Penyetoran Dana terkait penyetoran

pokok dan bunga dari Rekening Dana Investasi dan Rekening

Pembangunan Daerah.

Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Investasi Pemerintah menyampaikan

Perkiraan Penyetoran Dana dan/atau Perkiraan Penarikan Dana terkait

penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Investasi Pemerintah.

. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan Perkiraan

Penyetoran Dana terkait penerimaan dari pengelolaan aset eks BPPN

dan aset eks bank dalam likuidasi,

. Kementerian negara vyang membidangi pengelolaan BUMN

menyampaikan Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan dari

dividen dan privatisasi BUMN, dan Perkiraan Penarikan Dana terkait
penyertaan modal negara pada BUMN.

Kementerian negara yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran belanja

subsidi menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana terkait belanja subsidi.

Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana eselon | Departemen
Keuangan/Kementerian/Lembaga, format dan waktunya tidak berbeda
dengan penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana satker

kementerian negara/lembaga.

Penyusunan Perencanaan Kas pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

a. Penyusunan Perkiraan Pencairan Dana dan Perkiraan Penerimaan Dana

pada KPPN
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KPPN setelah menerima Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan
Penyetoran Dana dari satker segera melakukan rekapitulasi perkiraan
seluruh satker dalam wilayah kerjanya. Hasil rekapitulasi perkiraan dari
satker disebut dengan Perkiraan Pencairan Dzna dan Perkiraan
Penerimaan Dana.

KPPN menyampaikan Perkiraan Pencairan Dana dan Perkiraan
Penerimaan Dana dan updatingnya paling lambat satu hari kerja setelah
batas waktu penyampaian Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan
Penyetoran Dana dan updatingnya dari satker.

Selain melakukan rekapitulasi perkiraan satker, KPPN juga harus
melakukan verifikasi perkiraan satker dan melakukan pembinaan
mengenai teknik penyusunan perkiraan. Verifikasi khususnya terkait
dengan nilai pagu, realisasi, dan kaidah-kaidah yang tidak bisa dilanggar
dalam pelaksanaan APBN. Kaidah-kaidah yang tidak bisa dilanggar
misalnya selain belanja pegawai, perkiraan tidak boleh melebihi pagu
anggaran, -

. Penyusunan Perkiraan Pencairan Dana dan Perkiraan Penerimaan Dana
pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam Perencanaan Kas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan mempunyai tugas utama melakukan monitoring dan
pembinaan pelaksanaan di KPPN dan satker. Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
perencanaan kas pada KPPN di wilayah kerjanya berjalan dengan baik.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat teriibat
langsung melakukan pembinaan ke satker sehingga beban pembinaan
satker oleh KPPN dikurangi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan
rekapitulasi laporan Perkiraan Pencairan Dana danfatau Perkiraan
Penerimaan Dana dari KPPN di wilayah kerjanya. Hasil rekapitulasi ini
selanjutnya dikirim ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai bahan
penyusunan perencanaan kas. Meskipun data utama perencanaan kas
berasal dari KPPN, tetapi rekapitulasi perkiraan dari Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga diperlukan untuk bahan
monitoring. Penyampaian rekapitulasi Perkiraan Pencairan/Penerimaan
Dana KPPN ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat dua
hari kerja setelah batas waktu penyampaian perkiraan dari satker.
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MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

¢. Penyusunan  Perencanaan Kas pada  Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Direktorat Jenderal Perbendaharan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas
Negara bertanggung jawab membuat perencanaan kas. Sumber data
dalam perencanaan kas adalah Perkiraan Pencairan Dana dan/atau
Perkiraan Penerimaan Dana dari KPPN dan Perkiraan Penarikan Dana
dan/atau Perkiraan Penyetoran Dana dari eselon | Departemen
Keuangan/Kementerian Negara/Lembaga tertentu. Perencanaan Kas
harus sudah selesai sebelum bulan perkiraan.

C. PENUTUP
Akurasi perencanaan kas yang tinggi diperlukan suatu usaha yang konsisten
dari seluruh pihak vyaitu Menteri/Pimpinan Lembaga yang berkewajiban
memberikan data/bahan untuk penyusunan perencanaan kas dan Menteri
Keuangan selaku BUN yang mengolah data tersebut. Peningkatan
kualitas/akurasi perencanaan kas sendiri adalah suatu proses yang diharapkan
akan semakin baik dari waktu ke waktu, seiring dengan peningkatan

pemahaman dari semua stakeholders.
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3.2 FORMAT PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA

PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANAN

(tidak untuk dikirim ke KPPN/Dit. PKN)

BULAN :
KODE SATKER :
NAMA SATKER :
BA/ES.}
KPPN
Halaman 1 dad 2
PAGU SISA PAGU
REALISAS] .
PROGRAM/KEG/SU KONTRAKTUAL 12) KONTRAKTUAL
KoDE | B-KEGENIS NON NON
BELANJA/RINCIAN RAKT NON TOTAL
BELANJA TOTAL SUDAH AKAN KONTRAKTUAL KONTRAKTUAL | REALISAS! | SALDO SUDAH AKAN KONTRAKTUAL
PAGU | DIKONTRAKKAN | DIKONTRAKKAN 19 KONTRAKTUAL DIKONTRAKKAN | DIKONTRAKKAN
13) 14) .
XXX T [ xoooomxx @
XXXXFF X @
XOXT | 00xx @
XD K00 8
OO T | 3000 ™©
OO
JUMLAH

1
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